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Presidential Threshold pada dasarnya sudah dianut
dalam UUD 1945 namun bukan dalam
bentuk persentase atau ukuran

kuantitatif, melainkan dengan batasan subjek siapa

vang berhak mengajukan capres dan sudah menjamin
kesetaraan bagi seluruh partai politik
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Presidential Threshold

dalam Pasal 6A UUD 1945
merupakan closed legal policy

Jelasnya aturan dalam Pasal 6A ayat (2), 6A ayat
(3) UUD 1945 seharusnya menjelaskan bahwa
S\ eWRE L ENdpresidential threshold merupakan

SURAT SUARA

PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

bahwa wilayah yang menjadi open legal policy EAGR N
dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

terbatas pada teknis pelaksanaan sajak
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Batasan-batasan di dalam UUD 1945 yang menjelaskan
bahwa presidential threshold bukanlah open legal policy

a. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1);

b.

Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));

Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan
pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));

. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2));

Tata cara capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5));
Mekanisme putaran kedua dan syarat untuk menentukan
pemenang Pilpres (Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4)).

denny@integritylawfirm.id



Dengan demikian, ketentuan dan syarat penerapan
konsep open legal policy terkait presidential threshold

tidak terpenuhi
a. Norma yang akan diatur fLELIE S ClIEEI

dalam UUD 1945;

b. Norma yang akan diatur [slleslHdlClaRe G- R =ali]g
kepada pembuat undang-undang [¥[gj{¥]5¢
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Terdapat perbedaan pendapat apakah Presidential
Threshold melanggar konstitusi atau tidak, namun

secara gramatikal penafsiran open legal policy di

dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 seharusnya tidak
dalam konteks pengaturan presidential Threshold




Sebelumnya MK sudah memberi batasan terkait
open legal policy melalui beberapa Putusan:

a. Bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara

sewenang-wenang dan di luar kewenangan
(Putusan MK No. 7/PUU-X1/2013);

b. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
(Putusan MK No. 30 dan No. 74/PUU-XI1/2014);

c. Hanya bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar
moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable
(Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009).
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Kalaupun dianggap open legal policy, Pasal
222 UU 7/2017 [F{EVR{IE]y

melanggar seluruh batasan open

Putusan MK.

Oleh karena itu, Pasal 222 secara faktual
dan potensial melanggar hak konstitusional
warga negara

denny@integritylawfirm.id
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Dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-
hegara yang menganut sistem presidensial dengan
sistem multipartai tidak menerapkan presidential

Threshold karena diyakini dapat menghambat
munculnya calon-calon terbaik secara lebih genuine
dan memiliki kapasitas. Kontestasi politik akan

berjalan lebih transparan tanpa adanya presidential
threshold

12 w—



Lalu Untuk SI(APA)
Presidential Threshold?
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* Presidential Threshold merupakan bentuk [gl=le 171"/
volitical engineeringlselil€lilconstitutional breaching
yang dimunculkan oleh Partai Politik besar untuk membatasi

persaingan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden;
* Presidential Threshold dipertahankan sebagai salah satu

AT AN R EREER T Ll karena menguntungkan
Partai besar dengan dalih menjaga efektifitas pemerintahan;

Presidential Threshold justru [uE ] JHLOEIRUT-E11 ¢
politik dan melemahkan institusi negara
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Pemilu Tidak Hanya Terkait dengan Persoalan Siapa yang

Akan Menjadi Calon Presiden dan Demokrasi Prosedural
Semata

O IEHE N ELGHEL melalui penghapusan syarat
presidential threshold adalah salah satu upaya melawan
oligarki politik, menghapus disintegrasi dalam masyarakat,
serta menjamin hak konstitusional warga negara dengan
membuka seluas-luasnya bursa pencalonan Presiden dan

Wakil Presiden.
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Dukung Presidential Threshold 0 Persen,
Demokrat: Jangan Halangi Anak Bangsa untuk
Menjadi Pemimpin

-
d Home Politik Hukum Hankam Humaniora Indeks

La Nyalla Sebut Presidential Threshold Persulit
Munculkan Pemimpin Terbaik

W | |
TRENDING NEWS CEKFAKTA EKONOMI PERBAMNKAN DUNIA HISTORI

Hamdan Zoelva Nilai Presidential
Threshold Hilangkan Hak Parpol

Fahri Hamzah Minta Ambang Batas Dihapus:
Hambat Putra Putri Daerah Nyapres

Tujuan Penerapan Presidential Threshold yang

sebenarnya:

1. Menghalangi lahirnya pemimpin baru yang
berkualitas;

2. Ketakutan akan persaingan yang ketat;

3. Menghalang-halangi partai lain mengajukan
kandidat-kandidat yang lebih berkualitas;

4. Memaksa Partai kecil untuk bergabung dan
menyembah partai besar;
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PUTUSAN

Tahun 2018 INTEGRITY Law Firm mewakili
DEMI KEADILAN BERNDOA:c:::::::::I:i:ANYANGMAHAESA 12 PemOhon juga mengajUkan jUdiCial
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA review terkait presidential threshold

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Muhammad Busyro Muqoddas
Alamat : Jalan Tegal Sari UH 6/113 RT/RW 037/015 Sorosutan,
Umbulharjo, Yogyakarta
Pekerjaan : Dosen

disebut sebagai Pemohon [;

12. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) , dalam
hal ini diwakili oleh:

Nama : Titi Anggraini

Jabatan  : Direktur Eksekutif

Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan
disebut sebagai Pemohon XII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 11 Juni
2018, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Haris
Azhar, S.H., M.A_, Abdul Qodir, S.H., M.H., Harimuddin, S.H., dan Zamrony, S.H.,
M.Kn., semuanya memilih domisili hukum di kantor INTEGRITY (/ndrayana Centre
for Government, Constitution, and Society) beralamat di Cityloft Sudirman, Lantai
12, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri

atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

denny@integritylawfirm.id
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Tahun 2022, INTEGRITY Law Firm mewakili
DPD dan PBB mengajukan kembali judicial
review terkait presidential threshold

4. KONKLUSI

Berdasarkan peniaan atas fakta dan hukum sebagamana durakan di
alas, Mahkamah berkesimpulan
[4.1]  Mahkamah berwenang mengadii permohonan a quo
[4.2) Pemohon | Sdak memild kedudukan hukum untuk mengajukan

pearmohonan a Quo

[4.3]  Pemohon Il memiiki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
aQquw

[4.4]  Pokok permohonan Pemohon N fidak beralasan menurut hukum

denny@integritylawfirm.id

SALINAN

PUTUSAN
Nomor 52/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Gelora, Tanah Abang,
RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10260

sebagai Pemohon I;
2. Nama ©  Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B,

RT.04/RW.04, Kelurahan Kalibata, Kecamatan
Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12740.

sebagai Pemohon II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februan 2022 dan 1 Maret 2022
memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati
Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., Harimuddin, S.H., Muhamad
Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.,
Abdulatief Zainal, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim
Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H.,
M.H., dan Anjas Rinaldi Siregar, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum
yang tergabung dalam Indrayana Centre for Govemment, Constitution, and Society
(INTEGRITY) Law Firm, yang berdomisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 12,

] re
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1
PUTUSAN YANG MENGECEWAKAN

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:
1. Menyatakan permohonan Pemohon | tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon Il untuk seluruhnya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan DPD tidak dapat diterima karena tidak
memiliki kedudukan hukum (/egal standing), sedangkan permohonan PBB, setelah
melalui ujian legal standing dan ne bis in idem karena berhasil membuktikan kedudukan

hukum serta batu uji dan alasan permohonan yang berbeda, _
menolak untuk seluruhnya tanpa melalui tahapan Pemeriksaan Persidangan (mendengar

keterangan DPR dan Presiden, saksi, ahli, tambahan bukti).

20 w—
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Putusan DPD dan PBB menjadi putusan ke 29
pengujian terhadap ketentuan presidential
threshold.

) 20
Menguiji Menguiji
Konstitusionalitas Konstitusionalitas
Pasal 9 Pasal 222
UU No. 42 UU No. 7
Tahun 2008 Tahun 2017

Semua Permohonan dinyatakan N.O, hanya 3 yang
dipertimbangkan yang kemudian ditolak:
- Putusan 53/PUU-XV/2017
- Putusan 49/PUU-XVI/2018
- Putusan 54/PUU-XVI1/2018

denny@integritylawfirm.id

6 Perkara permohonan baru

judicial review Pasal 222

9 s DN

UU No. 7/2017 yang telah diputus

Putusan No
Putusan No
Putusan No
Putusan No
Putusan No
Putusan No

. 52/PUU-XX/2022
. 11/PUU-XX/2022
. 8/PUU-XX/2022

. 70/PUU-XIX/2021
. 66/PUU-XIX/2021
. 68/PUU-XIX/2021

2] —



MK menyatakan Partai Politik memiliki /legal standing ;ﬂ
yang kuat dalam memohonkan pengujian Pasal 222 UU on | v
Pemilu

presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan,
sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang
mempunyai hak konsfitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil
presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit
tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Poin 3.6 Putusan MK Nomor 74/PUU-XVII1/2020
Permohonan Rizal Ramli

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan
konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta

Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.

Poin 3.6.3 Putusan MK Nomor 66/PUU-XI1X/2021
Permohonan Ferry Joko Yuliantoro

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik peserta Pemilu
di tahun 2019, serta Partai yang memiliki kursi di parlemen. Dengan

demikian, PKS semestinya memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan judicial review terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang
ketentuan presidential threshold 20% ke Mahkamah Konstitusi.

22 =—



PELUANG PERMOHONAN DIKABULKAN,
TERGANTUNG PADA BEBERAPA HAL.:

. Penguatan Legal Standing Pemohon;
. Dalam pokok perkara, terdapat batu uji yang berbeda
dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya;

. Selain itu, menemukan alasan konstitutional yang

berbeda atau setidaknya mereformulasi alasan
konstitutional pada permohonan sebelumnya;

. Publik dan media campaign yang masif dan efektif;
. Perubahan pandangan atau komposisi hakim
konstitusi.




I TANTANGAN BAGI PKS

PKS MERUPAKAN PARTAI POLITIK YANG IKUT SERTA DALAM PEMBAHASAN RUU PEMILU TAHUN 2017

Dalam Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang permohonan pengujian UU 42/2008 tentang Pemilu
presiden dan wakil presiden, MK menyatakan:

“....adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang a quo namun kemudian
mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun
demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang

melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi”

Namun, dalam Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang permohonan pengujian UU 10/2008
tentang Pemilu legislatif yang salah satu Pemohon adalah PKS (Pemohon IV), MK berpendapat PKS meskipun
terlibat dalam pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian,

24 w—
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